
  
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR : 150 /Kep.Bup/SATPOLPP/2024 

 

TENTANG 
 

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG 

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

   
Menimbang : a. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
b. 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bupati menetapkan 
penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau 

jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan 
Paraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf  a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Penerima Hibah dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2024. 

    

Mengingat : 1. 
 

 
 

 
 
 

 
 

2. 
 

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingka II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 
 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3969); 

 

 SALINAN 
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  3. 
 

 
 

4. 
 
 

 
 

5. 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
7. 
 

 
 

8. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
9. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
10. 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4168); 
 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  
 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439); 
 

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 68018); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5601); 
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  11. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

12. 
 

 
 
 

13. 
 

 
 

 
14. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

15. 
 

 
 
 

16. 
 

 
 

 
17. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 

Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang   Penetapan   Peraturan   
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6109); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahunn 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6205); 
 

Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang atau Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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  18. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

19. 
 
 

 
 

 
 

 
 

20. 

 
 

 
 

21. 
 
 

 
22. 

 
 

 
 

23. 

 
 

 
 

 
 

24. 

 
 

 
 

25. 
 
 

 
26. 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nommor 15); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Derah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam  Bentuk  Uang  
untuk  Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812); 
 

Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor    99/PMK.05/2017    
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman 
Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);  
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4); 
  



-5- 

  27.  
 

 
 

 
 

28. 

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 
Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian hibah dan bantuan 

sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);  
 

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39). 
    

Memperhatikan  : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

    

MEMUTUSKAN : 
    

Menetapkan :  
   

KESATU : Penerima Hibah dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2024. 
   
KEDUA : Besaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU kepada Polres Tanjab Barat sebesar Rp. 3.937.307.000,- 
(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh 

ribu rupiah). 

   

KETIGA : Penyaluran/Penyerahan pemberian bantuan Hibah dalam bentuk 
uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dari Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Penerima 

Hibah akan dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah (NPHD); 

   

KEEMPAT : Pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KETIGA harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai 
berikut : 

a. Fotokopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

b. Fakta Integritas; 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah; 

d. Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan Dana Hibah; 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawan Mutlak (SPTJM); 

f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

g. Fotocopy KTP Atasan dan Bendahara; 

h. Fotocopy rekening Bank 9 Jambi; 

i. Kwitansi rangkap 4 (empat) ada bermaterai cukup yang telah 
ditandatanganidan distempel; 

j. Struktur Organisasi; dan 

k. Proposal dari penerima hibah. 
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KELIMA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah 

yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam 

bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 
   

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 18 Maret 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

ttd 
 

ANWAR SADAT 

 
 

 

 


